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KABUPATEN DAERAH TINGKAT I MAGELANG
Nomar § 12 § ‘nmm 1960 3 Serie D § Nomor s W

THLTURAN DLW KATUFATEN DANUIT TINCKAT 11
HAGELANO

TENTANG

FRETYIDIK FEOAWAT FWIOERT OSITTL
DILDTGRUITGAN ITMERINTAL KLUFATIN DATRAT
TIICKAT II VACELANC

DATGAN RLIMAT TUILAN Y.ING MAILL ESL
BUPATT ICELATA DAERAH TINCKAT II MACELZC

Nzmimbang ¢ a. bahwa wmtuk kepentingan penyelengsarean Iome
rintahon di Daerah secara berdaya sma dan -
berhagil guna -maka perlu menciptakan tertib-
hukum dalam lkchidupan bermasyarakat j

be bahwa dalam upaya menciptakan tertid bulcum,
penegakan hulum terhadap pelaksanaan Teratuz
an Dacrah porlu diatur ketentuan temtanZ re—
nunjukan pejabat Fenyidik Tegawai Nogeri Si-
pil sebagai Penyidik terbadap pelanggaran=pe
langgaran Peoraturan Dacrah Kalupaten Daarah
Tingkat II Magelang, ymng mcmuat Ketentuan =

Pidana, yang dituwangkan dalom Yoraturan Dae-
rah.,

Mgingat 1 1. Undangamdang Nomor 5 Talun 1974 tentang Fo-
kok-pokok Iedarintahan di Daarah j

2¢ Indangamd ang «eee
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2. Undang=undang Nomor 13 Talun 1950 jo Peratur
an Pomaerintah Nomor 32 Talun 19950 temtang -
Pemben tukan Daerahed narah Kabupaten dalam 0"
lingkungan Propingi Jawa Tengah j

3, Undang=amdang Fomor 0 Talun 1974 tenteng Fo=
kok=pokok Kepegawaian j

4. Undang=undang Nomor 0 Talun 19901 tentong 52
kum Acara Pidana j

5, Peraturan Pomerintah Tomor 27 Talum 1503 tem
tang Pelaksanaan Kitab Undang-lindang lndom =
Acara Pidana j

6. Peraturan Menteri Kehalkiman Nomor MeOS5-IW=L7
-3 Tahun 1984 tentang Fotunjuk Pelaksenaan -
Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhantiam Fe
nyidik Fegawai Negeri Sipil j

7. Keputusan Menteri Kehakiman Fomor NeO4=Fie03
Talhun 1984 tentang Wewenang Fenyidik Fegawal
Negeri Sipil 3

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 T8 =
hin 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Fo—
nyidik Pegawai Negeri Sipil di lingloamgmn Tg
merintah Daerah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan lakyat Daerah Kalum ten—
Daerah Tingat IT Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetaplsan ¢ PERATURAN DAFRAH KATUPATEN DAERAI TINGKAT IT M3
GELANG TINTANG PINYIDIK PEGAWAT NEOERI SIFIL.

BAD I
KETENTUAN UNUM

Ihﬂﬂl 1 sesvensecsese
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Pnpal 1

Dalam leraturan Daarah ini yeng dimakeud dengan 3

ae« Daarah adalah Kalupaten Daerah Tingkat II Magelmnze

be lcinerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dacrah
Tingkat ITI Magelang.

ce Dpati Kepala Daerah sdalah Dupati Kepala Dacrah Ting
ket II Magelang.

d. Peraturan Daerah adalah Teraturan Daerash Kalupaten Da
arah Tingkat 1I Magelang yang mamat ketentusn Fida =
118 »

e« DIenyidik adalah Iojabat Togawai Vegeri Sipil tartemtu
delam lingkungan Femerintah Daerah yeng diberi weowe =
nang kimsus oleh Undang-undang untuk melakukan panyie (
dilkan terhadap pelanggaran FPeraturan Daerah yeng semi |
at ketentuan pidanas =~ B

f. Teayidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam
hal dan menurut cara yang diatur dalan Undans—=apdang
mituk mencari serta mengumpulkan tukti yang dengem -

“ hakti itu membuat terang tentang tindakan pidama yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB I1
PENYIDIK

Pasal 2

(1) Untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Fera-
turan Daerah perlu ditunjuk Fegawai Negeri Sipil seda
g&i Penyidik.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Fasal ind a:aa
lam melaksanakan tugammya wajib momged akman koalﬁmasi
don beker ja~pama d engan Instansi/Dinas torkait.

(3) Tugas Penyidik sebagaimana dimakswd ayat (2) Rusal i-
ni dilakukan baerdaearkan Teraturan Dacsoh ini dan Ke-
tertuan-kKetmtuan porwd ang-and angan yons barlaku la-
inmya..

DAB ITTecenene
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BAB 1II
KEKEDUDUEKADPD
neal 3

(1) Penyidik sebogaimmna Aimakevd Fasal 2 ayat (1) Feratur
an Daerah ini borkolmukan dibawah dan b fangnune jo-
wad kepada Mapotd Kopala Daerah.

(2) Penyidik sebagaimana dimakewd Taeal 2 ayat (1) Paratur
an Dacrah ini didalam melakesnaksn tugamnys, secars -
taknis operasional dibawah koordinasi dan penimwasan -
penyidik IOILRT.

BAB 1V
TEISYARATAN PIYIDIK
Fasal 4

Untuk dapat diangkat sebagai penyidik, soseorang barus me=
manuhi persyaratan-persyaratan’ sebagaimana yemg ditentulon
dalam Peraturan Ierumdaong-undangan yang berlaku.

Fasal 5

Fersyaratan dimaksud pasal 4 adalah :

a, Berpangkat serendab-rendalnya Pengatur Mada Tingat I -
( Golangan II/b ), yang bertugas dalan bidang penyid ik~
an sesuai dengan wdang-undang yang menjadi dasar ulam
nya masing-masing.

be Berpendidikan sarendah~rendalnya Sekolah Lanjutan Ting-
kat Atas atau berpendidikan khusus dibidang penyid fam
atau berpend idikan khusus dibidang teknis operasimal a
tau berpengalaman minimal 2 (dua) tahwn pada didang tek
nis operagional.

0. Daftar Panilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) dari Tem
woi tersebut untuk selama 2 (dua) tahwn derturut-twrut
harus terisi dengan nilai baik.

d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan Dokter.

es Diusulkan oleh Dupati Kepala Daerah.

m l' Aasaean
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BAD V
TRIGANCGKATAN DAN PIMDEUIRTTIAN IDVYINIK
Paanl 6

(1) Yangusulan Iengangkaton dan Fanberhentian Fenyidik FPo-
{awal Negeri Sipil dilakultan oleh Menteri Dalam Fegeri
atau Pejabat yang ditunjuk,

(2) Usul Pengangkatan dan Pemberhentian setagaimana dimak-
ad ayat(1) diajukan kepede Vemteri Kehakimsn dengan =
partimbangan dari Jaksa Acung don Kepsala Kepolicisn Re
publik Indonesia.

(3) Paxgusulen Pengangkatan Ienyidik Pegawai Wegeri Sipile
dimaksud ayat (1) dilengkapi dengen s

Eia

De

T.

Totocopy Peraturan yang menjodi dasar hulaum penberi
an kewenangan sebagai Tonyidik Fegawai Yegeri Sipil.
Pasfoto hitam putih :

~ ukuran : 4 x 6 sebanyak 1 tuah.

-~ ukuran : 2 x 3 sebanyak 3 buzah,

Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir.
Fotocopy ijasah/sertifikat pendidikan usum/lusus.
Fotocopy Daftar Penilaian Fclaksanaan FPeksrjoan =

(DP 3 ) 2 (dua) tahm berturut-turut dengan nilai-

baike
Surat keterangan Dokier yang menyatakan tabwa Tega=-
wai Vegeri yang bersangkutan berbadan schat.

Pagal T

Kepada Tegawai Negeri Sipil yag diangkat sebagai penyidik
akan diberikan tanda pengenal oleh Memteri Kehakiman.

Pagal O

(1) Dalam hal terjadi mutasi baik mengenai jabatan Deupm-
tampat tugas dari pegawai negeri yang telah diangkat
sobagai Fenyidik, Nupati Kepala Dacrah wajid wtuk me—
laporkan kepada Mamtari Dalam Negeri untuk selanjutnya
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dibaritahukan kepada Menteri Kehakiman.

(2) Dalam hal tarjadi mutasi sobagaimana dimaksud ayate
(1) akan diadekan perubshan Surat Keputusan Pengang

katannya «

Theal 9
Pejabat Fenyidik Tegawai Negeri Sipil berhenti atau di-
berhentikan olch Iejabat yang berwenang atas usul Dipo-
+i Kepala Daeral lowat Mentori Dalam Negeri karena ¢
a. Maninggal dunia.
b. Atas permintaan sendiri.
ce Pen siun.,
d. Tidak menenuhi lagi syarat-gyarat scbagaimsma ditu -
liskan dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.
e Sebab-sebab lain yang dapat menyebalbkan dicatutnyz -

tugas ini.

: BAB VI
LETETANGAN DAN KEWAJIBAN
Fasal 10
(1) Penyidik sebagaimana dimaksud Fasal 2 ayat (1) Fera
turan Daerah ini-mempunyai wewenang :
ae Menerima laporan atau pengaduan dari seseocrang =
tentang adanya tindak pidana.
be Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditem -
pat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
¢+ Maayuruh berhenti seocrang tersangka dan memerike
sa tanda pangenal diri tersangka.
d. Melakukan Penyitaan benda dan / atau surat-surat.
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
f. Memanggil orang untuk did engar dan diperiksa seo-
bagai tersanglka atau saksi.
g+ Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hu
hmgannya d engan pemeriksaan parkara.
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he NMangedakan tindakan lain memurut haaam yang dapat

~dipertangoung jawabkan.

i. Nenghmtikan penyidiken setclah mendapat petun juk
dari penyidik TOIRI balvm tidak terdapat culkup -
ukti atau peristiwa tarsolut tukan merupakan tin
dak pidana atau penyidiken dihentikan deni bulcm-
dan selanjutnyn.

je llanbuat Berita Acara atas pelaksanaan dan hasil -
penyid ilan .

(2) Dalam melakukan tugamya, panyidik sebagaimene dimak

sul pasal 2 Teraturan Daerah ini tidak berwenang e

lolukan penangkapan dan penabanan .

Pasal 11
(1) Tenyidik sebagaimana dimeksud pasal 2 Feraturan Dae=
rah ini berkewajiban membuat Darita Acars apatila =e
lalukan suatu +indakan, yaitu mengen2i 3
a. Pemeriksaan tersangks.
b. lemasukan Tumah.
c. lenyitaan benda.
d. Pomeriksaan surat.
¢ Pemeriksaan saksi.
f. lemeriksaan ditempat kejadiane

(2) Derita Acara dimaksud ayat (1) pesal ini dikiriz ke-

Tasal 12
(1) Tenyidik sebagaimana dimaksvd pasal 2 ayat (1) Fera-
turan Daerah ini diwajibkem untuk membuat laperan -
tentang hasil penyidikan dan tindak lanjutnya sazpad
pemyeclesaiannya di Fengadilan Negori.
(2) laporan sebagaimana dimaksd ayat (1) pasal ind di -
sampaikan kopada Dupati Kopala Dacrah melalwi Fimpin

en it kerja maping-asing.
' mB mgtinﬁ
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Ihsal 18
Peraturan Dacrah ini milai barlaku sojak tempggal dium

dmgkm.
Dan agar sotiap orang dapat mengotahui, memorintahkan

penund angan I'ari furan Daarah ini d engan moncompn tkan-—
nya dalam Lomboran Daerah Kabupaten Daersh Tingkat II

MNagelang.

Lete lVungkid, 4 Juli 197,

DE.LIY TERKILA! RAKYLT DAERAH BUPATI KEIUL. DAERSH TINGCT II

KABUFLTEN DATI IT MAGELANG MAGEL ' I~
Ketua,
T1D.
ttd,
H. RAMELAN, MOHAMAD SCLIHIF

Disahkan dengen Surat Keputuson Gubernur Kepala Daersh
Tingkat I Jaun Tengnh
Tangral ¢ 19 September 1968, Nomor : 1£2,3/206/22
Wakdil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ,
Bidang I

ttd.

D‘It’ﬂl SUWM‘@J@?

mmﬂm (SIS N LA
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Diundangkan dalam Laembaran Daarah
Katupatan Daerah Tinglat II Magelang
yiomor 12 Tahun 1988, Tangal 19 Nopembar 1966

Sario D § Nomor 12
Sckrotaris Wilayah/Daerah

ttad

. Dr'ée TOEHBDI
NIP. 500 031 722.

.
o
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PENJELASAN
IPDVATURAN DARRAH KATUTATRN DAIRAH TINOKAT II
MAGELANG
NOMOR ¢ 5 TAJUN 1900
TENTAT G
: IINYIDIK PHOAYAT FTOERT SIVIL

T. IMIJELASAN UMUM,

Dangan telah berlalumys Undang=Undang Hepablik
Indanesia Nomor 8 Tahun 1901 tentang Iudoum Acara Fida
na dan Peraturan Felaksanammnya yaitu Peraturan Fanee
rintah Nomor 27 Talhun 1983 tentang Pelakoanaan Kitab-
Undeng-Undang Ilukum Acara TFidana, maka keduduksn RIB
(Staatablad Tahun 1941 Nomor 14) dihubwungken dengon -~
Undang-Undang Nomor 1 Drt Talnn 1951 sepanjeng nenge=
nai Dukum Acara Pidana Tidak Derlaku lagi.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil scbagaimana Fasal 6 a-
yat 1 huruf .(b) Undang Undang Fomor 8 Tahun 1981 kews
nangamnya sesuai d engan Undmg—lhldmg yang Denjadi da
gar hukumya.

Henurut KUHAP yang d:.makmﬂ dengan Penyidik Fegawai -
Tegeri Sipil (PAYS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Si-
pil tertentu yang diberi wewemang khusus oleh Undang-
Undang.

Penyidikan dalam rangka panegakan hukum terhadap pe =
langgaran ketentuan suatu Peraturan Daerah sebolum -
berlakunya KUHAP, dilakukan oleh Pejabat Pra Jaksa se
laku Fulp Magistraat yang didasarkan pada HIR disam -
ping ada yang dilakukan oloh Penyidik FOIRI. Diling =
lomgan Pemerintah Daerah terdapat Folisi Pamang Fraja
yvang eksistensinya didasarkan pasal 86 Undang{Undang

FNomor 5 Tabun 1974.
AMapun tlm-ﬂﬂ sananbEsanans

L
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Adapun tugas dan fingei Toliei FPamong Fraja ini adalah mem
bantu Kepala Wilayah dplam menyeleng/mrakan Pemerintahan 1:1
mum, dan diantara narelia inilah yang banyak 4itunjuk sobae
gai Pra Jaksa soperti diutarakan diatas. Feranan Poliei In
nong Praja selama ini sebagai Pra Jaksa banyak dititik bo-
ratkan kepada pencegahan ferhadap pelongearan hukum, Dalam
perkembangannya Satuan Ioliei Tamong Praja ini, menengani-
juga masalah-masalah pelanggaran terhadap ketentusn Tera =
turan Dacrah yang bersifat non justisial.

Dangan demikian keberadean Folisi Pamong Fraja pada eaat -
sckarang ini telali dapat molakukan tindakan=tindakan e = |
ventif dan represif membentu Kepala Wilayah dalam rangka -
ketertiban dan ketenteroman dalam Wilayah Daerah,

Selan jutnya berdasarkan Peraturan Menteri Eebakirem ¢ang-
gal 27 September 1984 liomor M=05=PH=07-03 Tehum 1564 seba-
gai tindak lanjut daripada adanya Undang-Undang Nemor 8 To
hn 1981 tentang Kitabd Uhdang-Undeng Tukum Acara Pidana,di
berikanlah petunjuk~petimjuk pelaksanaan pengusulan peng —
angkatan Penyidik Tegawai legeri Sipil.

Dalam hal ini kewenangén Pemerintah Daerah wmtuk me
ngusulkan pengangkatan Penyidik terdapat dalam Undang-n -
dang Nomar 5 Tamm 1974 pasal 43 ayat 2 yang berhmyi * De
ngan Peraturan Daerah dapat ditunjuk pegawai-pegawai dae =—
rah yang diberi tugas wmtuk melakukan penyidikan terhadap-
pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah *,

Atas dasar hal-hal tersebut diatas perlu kiranys =g
ngenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Katupatem Daerah Ting
kat II Magelang ini diatur dalam Peraturan Daerah.

PEIJELASA PASAT, DRI TASAL
Fasal 1 1 Cukup jelas.
Fasal 2 ¢ (1) Cukup jelas.
(2) Dalam melaksanakan tugaemya penyidik ber
paloman pada peraturan yang berlaku yai-
tu De ssccee
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as Und ang-dndeng Yomor 8 Tolnn 1981.

be Feraturan I'emerintah Fomor 27 Ta-
hun 1963,

¢« Koputipan 'ontari Kehakiman Momor
MO IW-O[s-03 Tabun 1954,

meal 3 1 (1) Cukup jolas
(2) Koordinaei ini dimakeudken untuk mee
wijudkon sinkronisaei pelaksenasn
gas panyidiken terhadap sesuatu ine
dak pidana Jong menyangkut bidang in
atansi/Toraturan Dacrah toriantu.

Telaksanaan koordinasi ini dapat Do

rupa

1¢ Kewajiban FTenyidik Tegawai Fegeri
Sipil untuk memberitabuken ten -
tang apa yang sedang dilaluikan ke
pada Tenyidik FOIAI.

2. Penyerahan berkas perkara kopeda-
Penuntut Unum melalui Fenyidik -
FOLRI.

3. Kewajiban memberitahukan tentmg-
penghentian penyidikan kepada Fee

.nyidik FOLAI dan Feumtut Umm.
4+ Kewajiban Penyidik Fegawni Fogeri
Sipil menyampaikan tembusan kepe=
da atasannya langsung seosuai de -
ngan hirarki yang berlaku tentang
“ pelaksancan penyidikan den penyam
paian Derita Acara kepada Fanyi -
dik TOIAT.
Dalam hal ini Penyidik IOLRI baik
diminta mawpun tidak berdasarkan
tanggung Jawalnya wajid memberi -
kan petunjuk kepada Fenyidik Fega
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wal Negari Bipil agar dapat lebih meningkatksn -
kemanpuassnya dalam rongka melakukan penyid ikan.
Femberion potunjuk dari TOIRI ini dapat berupa @
1. Kasus deni kamus, dalam arti sewsktu~waktu di
utuhkan olch Fenyidik Tepawal Fegeri Sipile.
2+ Melalwkon pembinaan kepnda Penyidik Pegawai =
Nogeri Bipil ymmg menyangkut tohnis penyid ik~
any pPayumman dan penyampaian berkas perkara.
Berd asarkan tangmmg jawalnmya Penyidik FOTRT woe
jib memberilan bantuan penyidikan kepsda Penyi —
dik Tegawai lTegeri Sipil yong solang melakuierm -
mﬂimt
Bantuan terseiut dapat berupa tenaga, peralaton-
dan lain-lain guna kepentingan pelaksanaan penyi
dikan, terutama yang-menyangkut tindakan pemang-
kapan, Denahanan, panggeledahan dan penyitzan.

Tasal 4 : Cukup jelas.

Tasal 5 : Cukup jelas.

fasal 6 : (1) Pengusulan Penyidik Tegawai Negeri Sipil wm-
tuk Kalupaten Daerah Tingkat II Fagelang di-
koordinir oleh Bupati Kepala Daerah wmtuk se
lanjutnya diteruskan kepada Menteri Dalam Fe
EEI'i- !

(2) Culcup jelase

Tasal 7 3 Cukup jelas.

Pasal 8 3 Cukup jelas.

Pasal 9 s Cukup jolas.

Fasal 10 : (1) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ind
diatur socara togas dan terperinci dalam Un—
dang-Indang yang menjadi dasar hukumys.
Dalam hal ini apabila dalam peraturan dasar-
nya tak diatur secara tegas hal-hal ymg nean
jadi kowenangan Penyidik Pegawai Negeri Si -
Pil terselut, Penyidik seeee
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103.
Panyidik Feqawni “oneri Sipil dolam nenja
1ankan fwamyn berpaloman prla josal 2 =
Kopufusan Fantori Kelokiman llepublik Indo
nopia Momor § WOAIO0T.03 Tablan 1994,
(2) Culup jolasm.
Culkup jelas.
Cukup jelam.
Cukup jelan.
Tengawnean Ainakeud 1npet borups o
as Kowanjiban Tanyidik Iopowai Yogeri Sipil w
tuk momberi tahukan’ kepada Tamyidikx UL -
+tmtang dilakulian ponyidilken, peratornoan
nya dan panghentian penyidikan.

‘be Menyerahkan berkas porkara kepada Tanum®us

‘Umum melalui IOLRI.

c. Penggunaan upaya pclkisa yang dilalcdom clek
Penyidik Tegaimi Tegeri Sipil didSeritalm -
kan kepada Tenyidik IOIRI.

d. Fengawasan kegiatan ponyidikan yong sed ng
dilakukan oleh Ienyidik Fegawai Togori Si-
Pil serta memberikan pengarahan telmise

e Penelitian berkas perkara, bhasil pagilil-
an yang dilakukon oleh Fenyidik legommi Te
geri Sipil dan nanberikon Tetmjuk Mla -
terdapat kekvrangm-telurangan wuk dises
mnkﬂni-

Cukup jelas.

Cukup jolas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

NN NN R
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